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ABSTRACT 
This thesis discuss the effectiveness of the criminal law against motorists that due to 
negligence has caused others died under article 310 paragraph 4 of Law No. 22 of 2009 
(studies in Police pontianak). From the results of research using normative legal research 
methods, we concluded that culpa or negligence is the mental state of the perpetrator of 
criminal acts that are sloppy / careless / incautious to pebuatan and the consequences that 
the law prohibited it happen. This culpa actors in absolutely no intention at all to commit a 
crime. But he still blame because of his careless or teledor.Efektifitas the application of 
Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road 
Transportation to motorists that due to negligence has caused another person died is by the 
application of sanctions to motorists because of negligence caused a traffic accident, 
stipulated in article 310 paragraph (1) to paragraph (4) of Law No. 22 of 2009, which 
sanctioned the punishment in the form of imprisonment or a fine, in accordance with the 
consequences caused by the accident victim. Efforts to improve the effectiveness of law 
enforcement of traffic violations in the area of Police can be done in a focused Pontianak: 
oriented to protection, shelter and services to road users who commit such violations: 
violation enforcement Helmets, seat belts and fittings of motor vehicles; Other road users 
such as: driver's license violation enforcement, speed, signs, markings and others, as well; 
disclosure of interest form the criminal case: violation enforcement vehicle registration, 
order number, engine number and other). Implemented not only at the time of the police 
operation carried out alone but also on the location and hours vulnerable according to the 
results of analysis and evaluation conducted by analyst traffic section in the police in efforts 
to maintain security, safety, order and a smooth traffic. Community Policing implement the 
traffic functions carried out continuously in a mutually supportive togetherness without 
having to interfere with the functions, duties, responsibilities and authority of each institution 
associated therein. 
Keyword : Effectiveness, Criminal Law, against the driver of the motor vehicle due to 
negligence. 
 
ABSTRAK 
Tesis ini membahas masalah  Efektivitas hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor 
yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan pasal 310 ayat 4 
undang-undang nomor 22 tahun 2009 (studi di polresta pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan 
metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan Bahwa culpa atau kelalaian adalah keadaan 
batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh/ teledor/ kurang hati-hati hingga pebuatan dan 
akibat yang dilarang hukum itu terjadi. dalam culpa ini pelaku sama sekali tidak ada niat sedikitpun 
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untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi ia tetap patut dipersalahkan karena sikapnya yang 
ceroboh atau teledor.Efektifitas penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal adalah dengan penerapan  sanksi terhadap 
pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal 
310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannya 
berupa pidana penjara dan atau denda, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh korban 
kecelakaan.Upaya meningkatkan efektivitas penerapan  hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah 
Polresta Pontianak dapat dilakukan secara terfokus :berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran  berupa : penindakan pelanggaran 
Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor; Pengguna jalan lainnya berupa 
: penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya, serta; kepentingan 
pengungkapan kasus pidana berupa : penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin 
dan lainnya). Dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula 
pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis 
lalu lintas di lingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas. Mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas 
yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus 
mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait 
didalamnya. 
Kata Kunci: formulasi hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena 
kelalaian. 
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Latar Belakang 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan maka terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
mengakibatkan orang lain meninggal, tidak lagi sepenuhnya diproses berdasarkan Pasal 359 KUHP 
melainkan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
(Lex Specialis De Rogat Lex Generalis). 
Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, 
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-
lamanya satu tahun”. 
Pasal 310 menyatakan: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Pasal 310 ayat (3) 
menyatakan :  
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah”. 
Pada tataran empirisnya penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
telah menimbulkan polemik yuridis yang cukup kontroversial. Sebagai contoh:  
a. Saipul Jamil dipidana akibat kelalaiannya mengemudi kendaraan roda empat di jalan tol 
cipularang Jawa Barat yang menyebabkan Isterinya Virginia Anggraeni (korban kecelakaan) 
meninggal dunia. Saipul didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4).  
b. Tidak puas dengan ancaman pidana tersebut Saipul Jamil mengajukan gugatan uji materil 
Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, kepada Mahkamah Konstitusi dengan 
alasan: 
1) Pasal 310 Undang-Undang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai frasa “kelalaiannya” 
dan “orang lain” sehingga tidak memberikan kepastian hukum, terdapat potensi 
ketidakadilan terhadap diri Pemohon yang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut sehingga merugikan Pemohon 
incasu melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas 
pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 
sama di hadapan hukum” juncto Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang 
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 
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yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 
2) Substansi Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sepanjang frasa “kelalaiannya” 
dan “orang lain” hakikatnya sudah diatur Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang pada intinya mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa 
orang lain. Sebab Pasal 310 Undang-Undang 22 Tahun 2009 juga mengatur rumusan 
perbuatan dan akibat hukum yang sama tetapi ancaman hukumannya lebih berat yaitu 6 
(enam) tahun penjara, sehingga dapat dikatakan Pasal 310 Undang-Undang 22 Tahun 2009 
merupakan aturan yang lebih khusus (lex specialis) dari Pasal 359 KUHP sebagai aturan yang 
lebih umum (lex generalis). 
3) Dengan demikian, kalaulah ada aturan yang lebih khusus (lex specialis) in casu Pasal 310 
Undang-Undang 22 Tahu  2009. Menurut hemat Pemohon haruslah ada kondisi yang lebih 
khusus lagi dalam hal yang bagaimana frasa “kelalaiannya” tersebut didefenisikan dalam 
Pasal 310 Undang-Undang 22 Tahun 2009. Oleh karenanya Pemohon dalam permohonannya 
memohon agar frasa “kelalaiannya” didefenisikan lebih khusus lagi, misalnya : “Yang 
dimaksud dengan “kelalaiannya” adalah dalam hal seseorang keadaan seseorang yang 
menkonsumsi zat-zat adiktif, minuman beralkohol, Narkotika (baik berupa tanaman maupun 
bukan tanaman) yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kesadaran dan melakukan 
aktivitas-aktivitas yang tidak wajar dalam berkendara”. 
4) Bahwa sebagai akibat tidak adanya penafsiran dalam Pasal 310 Undang-Undang 22 Tahun 
2009 sepanjang frasa “kelalaiannya” dan “orang lain” maka pasal tersebut dapat 
menimbulkan kerugian ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak konstitusional 
Pemohon.
1
  
5) Dalam kasus kecelakaan di tol Cipularang yang menewaskan istrinya Virginia Anggraeni, 
Saipul Jamil hanya divonis hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan 
oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Purwakarta. 
b. Kasus Abdul Qodir Jaelani alias Dul (13 Tahun) putra bungsu musisi Ahmad Dhani, 
mengakibatkan kecelakaan di Km 8,2 Tol Jagorawi. Mobil Mitsubishi Lancer yang 
dikemudikannya hilang kendali dan menabrak pembatas jalan kemudian menabrak Toyota 
Avanza serta Daihatsu Gran Max. Akibat kejadian itu, enam dari 13 penumpang Daihatsu Gran 
Max tewas dan tujuh penumpang lainnya mengalami cedera. Menurut sosiolog Ida Ruwaida 
Noor, kecelakaan yang melibatkan AQJ dan menewaskan enam orang tersebut hakikatnya 
merupakan akibat dari keteledoran semua pihak  terutama oaring tua yang memberikan hadiah 
kendaraan dan membiarkan anak mereka menjadi "setan jalanan". Sebenarnya, tidak masalah 
memberikan hadiah, seperti sepeda motor atau mobil, kepada anak. Namun, yang timpang adalah 
ketika pemberian itu tidak disertai dengan bimbingan kepada anak karena ada perubahan nilai 
yang menyertai benda itu. Di sini peran orangtua sebagai agen sosialisasi nilai, norma, dan aturan 
                                                          
1
 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 57/PUU-X/2012  menolak permohonan Saiful Jamil, karena 
Mahkamah Konstitiusi berpandangan bahwasanya Undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tidak bertentangan dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 G 
ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang dijadikan acuan oleh Pemohon dalam mengajukan perkaranya ke Mahkamah 
Konstitusi. 
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dalam kehidupan sosial terbukti tak dilakukan. Padahal, dalam menggunakan kendaraan bermotor, 
ada tiga nilai yang semestinya ditanamkan sejak dini, yaitu disiplin, tanggung jawab, dan 
keselamatan. Karena itu, dalam kasus tersebut terhadap orang tua anak seharusnya juga dapat 
dimintakan pertanggungjawaban pidana. 
c. Kasus kecelakaan di Tol Jagorawi dan menewaskan dua orang. Dalam kasus ini Rasyid 
Amrullah Rajasa 22 Tahun Putra Bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai 
pelakunya/pengemudi mobil BMW X5 dengan nomor pelat B 272 HR. Ternyata Majelis Hakim, 
hanya menjatuhkan vonis enam bulan masa percobaan kepada Rasyid Amrullah Rajasa. 
Anehnya Majelis hakim hanya menerapkan pasal 14 a KUHP tentang Pidana Bersyarat yang 
bertujuan sebagai wujud pencegahan agar tidak melakukan hal yang sama. Namun kalangan 
masyarakat luas memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka ada yang ganjil dalam kasus 
ini. Sebab, beberapa kasus serupa mendapatkan hukuman yang lebih berat. Tegasnya masyarakat 
menilai penerapan hukum terhadap Rasyid, telah mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum 
dalam Negara Hukum Indonesia. Padahal seharusnya digunakan Pasal 310 ayat (4) kepada 
Rasyid, karena Rasyid sudah dewasa (22 Tahun) bukan anak di bawah umum. 
Berdasarkan uraian kasus di atas menunjukkan dalam penerapannya Pasal 310 ayat (4) 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, ternyata belum sepenuhnya mencerminkan nilai 
kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan kata lain, kurang efektif 
dilihat dari persepektif tujuan pemidanaan, baik tujuan pencegahan, pendidikan maupun membuat 
efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas. 
Permasalahan 
Bagaimana efektifitas penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal di Polresta Pontianak ? 
 
Pembahasan 
Efektifitas Penerapan Hukum Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena 
Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal. 
 
Setelah Menurut Soerjono Soekanto,
2
 penegakan hukum (law enforcement) menghendaki empat 
syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas 
                                                          
2
 Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta, Bina Aksara.. 1987, Hlm.. 9 
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untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena 
peraturan itu. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,
3
 pengamatan berlakunya hukum secara lengkap 
ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut : (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai 
sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya 
yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan 
apa yang menjadi bagiannya.  
Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana 
hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang 
ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardio, penegakan hukum adalah suatu proses 
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-
undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.
4
 
 
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikanya merupakan penerapan diskresi yang 
menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi 
mempunyai unsur penilalan pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka 
La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.
5
  
Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti 
pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya 
adalah demikian, sehingga pengertian "law enforcement" begitu populer. Selain dari itu, maka ada 
kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-
keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai 
kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan 
hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. 
Berdasar penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah 
pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau 
negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi law enforcement 
tersebut adalah:
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a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja. 
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 
                                                          
3
 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Bandung, Alumni,, 1987., Hlm. 43. 
4
 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 24. 
5
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, 
Jakarta, Hlm. 3. 
6
 Ibid, Hlm. 3. 
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c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.  
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 
manusia di dalam pergaulan hidup. 
 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya 
merupakan esensi dari penegakan hukum serta jugsa merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari 
penegakan hukum. 
Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan 
melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam 
menanggulangi kajahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan 
hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan 
tahap eksekusi yaitu:
7
  
1) Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk 
undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih 
nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, 
kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk 
mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat 
keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif. 
2) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini 
aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana 
yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, 
aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap 
kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif. 
3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh 
aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan 
peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana 
yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankian tugasnya harus 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk 
undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. 
                                                          
7
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 1984,Hlm. 173. 
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Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional 
yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata 
rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilainilai dan bermuara pada pidana dan 
pemidanaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu:
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1) Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang 
dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak 
mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara 
pidana. Disamping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan 
memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan area of no 
enforcement.  
2) Full Enforcement, yaitu Total Enforcement setelah dikurangi area of not enforcement, 
dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut 
Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (not a realistic expectation), sebab adanya 
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya 
yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi. 
3) Actual Enforcement, Actual Enforcement ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat 
bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang 
berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar. 
Lawrence M. Friedman,
9
 yang dikutip oleh Esmi Warassih
37
 membedakan unsur sistem hukum ke 
dalam tiga macam, yaitu: Struktur (Legal structure), Substansi (Legal substance), Kultur (Legal 
culture). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum 
hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang 
mendapatkan perhatian yang seksama.  
Menurut Soerjono Soekanto,
10
 penegakan rule of law merupakan masalah yang rumit bagi Negara 
yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan 
antara rule of law dalam arti formil dan rule of law dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di 
satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak 
kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum.  
                                                          
8
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Achmad Ali, menyatakan bahwa sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam law 
enforcement, karena bertujuan :
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a. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau 
peraturan; 
b. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau 
peraturan; 
c. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) 
dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut
39
. 
Baharuddin Lopa,
12
 berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan 
dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim 
menjatuhkan putusan yang yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan 
yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi 
pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam 
ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa 
dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem. 
 Keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindak 
pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas diatur 
menggunakan undang-undang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur secara lebih rinci 
mengenai tindak pidana maupun sanksi pidana dalam kecelakaan lalu lintas Tindak pidana dalam 
kecelakaan lalu lintas memang diantur secara lengkap dan terperinci dalam UU No. 22 Tahun 2009. 
Dengan adanya undang-undang yang baru ini, tidak bisa dipastikan bahwa lalu lintas akan tertib dan 
teratur sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan 
dalam berlalu lintas, tidak hanya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mumpuni 
saja, akan tetapi aparat penegak hukum dan masyarakat juga harus berkeja sama menaati peraturan 
lalu lintas, agar tercipta lalu lintas yang tertib dan teratur. 
Perbedaan antara KUHP dengan UU No. 22 Tahun 2009 ini terbilang cukup banyak. Itu sudah 
terlihat karena KUHP merupakan undang-undang yang bersifat induk, oleh karena itu hanya 
mengatur secara umum atau garis besarnya saja, dan tidak mengatur secara detail. Pengaturan yang 
lebih detail dan terperinci diatur dalam undangundang khusus, misalnya seperti lalu lintas yang diatur 
dalam UU No. 22 Tahun 2009. Undang-undang khusus ini tentunya dibuat dengan tidak 
menyimpangn dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, yaitu 
KUHP. 
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Praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain 
dalam kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang setelah keluarnya UU No. 22 Tahun 2009 adalah 
menggunakan Pasal 310 ayat (4)UU No. 22 Tahun 2009. Setelah diundangkannya UU No. 22 Tahun 
2009,   tidak ada lagi kasus yang  diputus dengan menggunakan Pasal 359 KUHP. UU No. 
22 Tahun 2009 ini memang tidak meniadakan KUHP, akan tetapi sesuai dengan asas lex specialist 
derogat legi generalis, undang-undang ini lebih tepat digunakan karena mengatur secara lebih rinci 
dan spesifik. Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini juga lebih sesuai dengan masa 
sekarang ini, sedangkan sanksi pidana yang diancamkan dalam KUHP dirasa sudah tidak sesuai lagi 
karena KUHP merupakan warisan jaman kolonial yang seharusnya sudah dilakukan perubahan 
terhadapnya. 
Di Pengadilan Negeri Pontianak sendiri, selama 4 tahun terakhir (2011-2014) telah memutus 19 
perkara tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas. 
Jumlah perkara ini memang tidak seimbang jika dibandingkan jumlah kasus kecelakaan yang 
menyebabkan matinya orang lain. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang menyelesaikan secara 
kekeluargaan dan tidak ingin membawanya ke jalur hukum. 
Dalam contoh putusan yang penulis ambil, yaitu Putusan No.197/pid.sus/2015/PN. PTK, dengan 
resume perkara sebagai berikut :  
1. Posisi Kasus 
Terdakwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas jalan yang terjadi pada hari minggu tanggal 06 April 
2014 sekitar jam 15.45 WIB di jalan Khatulistiwa depan pintu masuk terminal Bus batulayang 
Kecamatan Pontianak utara antara sepeda motor KB. 3217 OY yang dikemudikan oleh Dedi Parmadi 
anak Saridin dari wajok tujuan pontianak sesampainya di jalan Khatulistiwa depan pintu masuk 
terminal Bus terminal batulayang Kecamatan Pontianak Utara (TKP) dari araj kanan ada pejalan kaki 
bernama Cangki menyeberang kekiri karena jarak dekat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan dan 
mengakibatkan penyebang jalan bernama Cangki mengalami luka berat bernama Cangki mengalami 
luka berat di rawat di RS. Antonius Pontianak dan meninggal dunia pada hari rabu tanggal 9 April 
2014 Jam 11.05 WIB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang RI< No. 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jaln.  
2. Ringkasan Dakawaan Penuntut Umum  
Bahwa terdakwa atas nama Dedi Permadi anak Saridin selaku pengemudi sepeda motor KB. 3217 
OY sebelum terjadi kecelakaan lali lintas kecepatan 70 KM/Jam gigi personeling 4 (empat) pada saat 
melihat pejalan kaku bernama cangki dengan jarak 20 meter menyeberang dari kanan kiri tidak 
mengurangi kecepatan kendaraannya melainkan mengambil lajur dibelakang menyeberang jalan 
sehingga jatuh dijalan mengakibatkan penyeberang jalan bernama Cangki mengalami luka berat di 
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rawat di RS. Antonius Pontianak dan meninggal dunia pada hari rabu tanggal 9 April 2014 Jam 11.05 
WIB.  Kecalakaan lalu-lintas kecepatan 70 Km/Jam gigi porseneling 4 (empat) pada saat melihat 
pejalan kaki bernama Cangki dengan jarak 20 meter menyeberang dari kanan kekiri tidak 
mengurangi kecepatan kendaraannya melainkan mengambil lajur dibelakang penyeberangan jalan 
sehingga menabrak badan korban hingga jatuh di jalan mengakibatkan penyeberang jalan bernama 
Cangki mengalami luka berat di RS. Antonius Pontianak dan meninggal dunia pada hari rabu tanggal 
) April 2014 Jam 11.05 WIB. 
Bahwa hasil penyidikan berkesimpulan bahwa terdakwa Dedi Permadi anak Saridin selaku 
pengemudi sepeda motor KB. 3217 OY patut diduga keras telah melanggar pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang RI nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.  
Tuntutan Penuntut Umum  
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Pontianak MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa 
sebagai berikut : 
1) Menyatakan terdakwa  DEDI PERMADI ANAK SARIDIN, terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang menyebabkan orang 
lain enunggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 
Tahun 2009.  
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI PERMADI ANAK SARIDIN oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 8 (delapan), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
3) Menyatakan barang bukti berupa :  
 1 (satu) unit sepeda motor  merk nomor polisi : KB 3217 OY tahun 2013, warna : white red, 
nomor rangka : MH1JFB112DK989025 nomor mesin : JFB1E-945100. 
 Satu lembar STNK sepeda motor merk Honda nomor polisi : KB 3217 OY an. FREDI 
JOHAN NGAMINO, alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Peniti Baru no, D3 Kel. Benua Melayu 
Laut Kec. Pontianak Selatan. 
 Satu lembar SIM C . an. DEDI PERMADI (habis masa berlakunya s/d 18-12-2011) yang 
dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. 
Pertimbangan Hakim  
Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana 
kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat 
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(4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang telah didakwakan tersebut : Menimbang bahwa terdakwa telah 
didakwa dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai 
berikut : 
Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 06 April 2014 sekitar jam 15.45 WIB di jalan Khatulistiwa 
depan pintu masuk terminal Bus batulayang Kecamatan Pontianak utara antara sepeda motor KB. 
3217 OY yang dikemudikan oleh Dedi Parmadi anak Saridin dari wajok tujuan pontianak 
sesampainya di jalan Khatulistiwa depan pintu masuk terminal Bus terminal batulayang Kecamatan 
Pontianak Utara (TKP) dari arah kanan ada pejalan kaki bernama Cangki menyeberang kekiri karena 
jarak dekat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan dan mengakibatkan penyebrang jalan bernama Cangki 
mengalami luka berat bernama Cangki mengalami luka berat di rawat di RS. Antonius Pontianak dan 
meninggal dunia pada hari rabu tanggal 9 April 2014 Jam 11.05 WIB, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 310 ayat (4) undang-undang RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan. 
Satu Lembar SIM C an. DEDI PERMADI yang dikeluarkan Polda Metro Jaya sudah habis masa 
Berlakunya. 
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 
2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Setiap Orang; 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya; 
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah 
memenuhi tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut yaitu sebagai 
berikut : 
Ad.1 Unsur Setiap Orang;  
Menimbang bahwa pengertian 
„setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang 
melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Menimbang bahwa terdakwa DEDI PERMADI ANAK SARIDIN yang dihadapkan dipersidangan ini 
dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, 
alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam 
surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah DEDI 
PERMADI ANAK SARIDIN sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. 
Ad.2 Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang  karena kelalaiannya  
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Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai 
berikut : 
Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal  dunia 
Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah : 
 Matinya orang disini ridak dimaksud sama sekali oleh terdakwa; 
 Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hatihati atau lalainya terdakwa; 
Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan meninggalnya korban sebagai beriut : 
 Bahwa akibat motor  honda KB. 3217 OY yang dikemudikan terdakwa menabrak korban 
DEDI PERMADI ANAK SARIDIN yang sedang menyebrang dari kiri jalan menuju 
kekanan jaln, menyebabkan meninggalnya CANGKI; 
 Bahwa sesuai alat bukti berupa Visum hasil pemeriksaannya terhadap korban CANGKI;, 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 Masuk rumah sakit dengan tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernafasan 
tidak ada, dialami kurang lebih sepuluh menit sebelum masuk rumah sakit setelah 
mengalami kecelakaan lalu lintas; 
 Keluar darah segar dari telinga kanan, memar; 
 Benol pada kepala bagian kanan ukuran 2x3 cm; 
 Bengkak pada lengan anan atas siku ukuran 3x3 cm 
 
Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kelalaian Lalu Lintas”; 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada 
alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa 
haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta rasa keadilan; 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal 
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu : 
Hal-hal yang memberatkan : 
 Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain meninggal dunia; 
 Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban. 
   Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa belum pernah dihukum; 
 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 
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 Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa; 
 Keluarga terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan telah 
memberikan bantuan kepada keluarga korban. 
Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI serta perundangundangan yang berlaku. 
5.Analisa Penulis 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan kebenaran materil berdasarkan 
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan 
dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai 
dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat 
dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti 
yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian 
ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya oleh itu, 
Majelis Hakim Pengadilan PontianakFF menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah 
mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 
 Setiap orang; 
 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya; 
 Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim 
Pengadilan Negeri Pontianak yang pada saat itu sebagai Hakim Ketua yang memutus perkara 
tersebut menjelaskan bahwa  Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai karena unsur 
perbuatannya sudah mencocoki rumusan delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
Tahun 2009. (hasil wawancara dengan bapak Hakim Sutarmo di Pengadilan Negeri Pontianak). 
Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan `No. 
197/Pid.Sus/2015/PN.Ptk adalah menurut bapak sutarmo yang menyatakan bahwa: Menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan agar terdakwa jera dan tidak 
mengulangi perbuatannya lagi. 
Dalam penjatuhan pemidanaan melalui suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peranan hakim 
sangat penting. Ia mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan 
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menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan 
konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan 
merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem hukum Indonesia. 
Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun tujuan dari pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat 
manusia. 
 
 
Kesimpulan 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, mengenai sanksi hukuman kepada pengendara bermotor 
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Bahwa culpa atau kelalaian adalah keadaan batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat 
ceroboh/ teledor/ kurang hati-hati hingga pebuatan dan akibat yang dilarang hukum itu terjadi. 
dalam culpa ini pelaku sama sekali tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan tindak pidana. 
Akan tetapi ia tetap patut dipersalahkan karena sikapnya yang ceroboh atau teledor. 
2. Efektifitas penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal adalah dengan penerapan  sanksi terhadap 
pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diatur dalam 
pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi 
hukumannya berupa pidana penjara dan atau denda, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh 
korban kecelakaan. 
3. Upaya meningkatkan efektivitas penerapan  hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah Polresta 
Pontianak dapat dilakukan secara terfokus : 
a. berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap pengguna jalan yang 
melakukan pelanggaran  berupa : penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan 
kelengkapan kendaraan bermotor; Pengguna jalan lainnya berupa : penindakan pelanggaran 
SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya, serta; kepentingan pengungkapan kasus pidana 
berupa : penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya).  
b. Dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada 
lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian 
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analis lalu lintas di lingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas.  
4. Mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas yang dilaksanakan 
secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri 
fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait didalamnya. 
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